
RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR 5 TAHUN 2010 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA BARAT, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah sebagai landasan 
penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan serta 
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 
2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 
1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4844); 

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 
Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 
2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 1); 

 
10.  

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

dan 

GUBERNUR JAWA BARAT 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG 
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 
3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 5), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, diubah sebagai berikut : 

6.  Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Biro 
Hukum dan HAM adalah Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. 

2. Ketentuan Pasal 1, setelah angka 11 ditambah 2 (dua) angka baru 
sebagai berikut : 

11a.  Badan Legislasi Daerah adalah Badan Legislasi Daerah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. 

11b.  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. 
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3. Ketentuan Pasal 6, diubah sebagai berikut : 

Pasal 6 

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau 
tertulis dalam rangka penyiapan dan pembahasan Rancangan 
Peraturan Daerah.  

(2) Masukan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum uji publik, 

konsultasi dan sosialisasi. 

(3) Pelaksanaan forum uji publik, konsultasi dan sosialisasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan 
pada setiap tahapan penyiapan dan pembahasan Rancangan 

Peraturan Daerah. 

(4) Forum uji publik, konsultasi dan sosialisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat 
Daerah, Biro Hukum dan HAM dan Sekretariat DPRD. 

4. Ketentuan Pasal 8, setelah ayat (3) ditambah ayat (3a) sebagai 

berikut : 

(3a)  Penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah diatur 
dalam Peraturan Daerah tersendiri. 

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sebagai berikut : 

Pasal 9 

(1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau 

Gubernur. 

(2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau 
Gubernur disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah 

Akademik. 

(3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diajukan berdasarkan Program Legislasi Daerah, yang 
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program 
Legislasi Daerah. 

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sebagai berikut : 

Pasal 10 

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat 
diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau 
Badan Legislasi Daerah. 

(2) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Anggota 
DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara 
tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau 
keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda 
tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat 
DPRD. 
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(3) Tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang 
berasal dari DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. 

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), diubah sebagai berikut : 

(1)  Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur 
disiapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah berkooordinasi 
dengan Biro Hukum dan HAM. 

8. Ketentuan Pasal 15, diubah sebagai berikut : 

Pasal 15 

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau 
Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan 
persetujuan bersama. 

(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat 
pembicaraan, meliputi :  

a. tingkat I; dan 

b. tingkat II. 

(3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, meliputi: 

a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari 
Gubernur, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: 

1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai 
Rancangan Peraturan Daerah;  

2. Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan 
Peraturan Daerah; dan 

3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap 
Pemandangan Umum Fraksi. 

b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD, 
dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: 

1. penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, 
Pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau Pimpinan Panitia 
Khusus dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan 
Peraturan Daerah; 

2. pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah; dan 

3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat 
Gubernur. 

c. Pembahasan dalam rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau 
Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur 
atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. 

(4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b meliputi: 

a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang 
didahului dengan: 
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1. penyampaian laporan Pimpinan Komisi/Pimpinan 
Gabungan Komisi/Pimpinan Panitia Khusus yang berisi 
proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil 
pembahasan rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia 
Khusus dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk 
untuk mewakilinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c; dan 

2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh 
Pimpinan Rapat Paripurna. 

b. Pendapat akhir Gubernur.  

(5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk 
mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 

(6) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat 
persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, Rancangan 
Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam 
persidangan DPRD masa itu. 

(7) Ketentuan Lebih lanjut pengenai tata cara pembahasan 
Rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Tata 
Tertib DPRD 

9. Ketentuan Pasal 16, setelah ayat (2) ditambah ayat (2a) dan (2b), 
sebagai berikut : 

(2a) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam Rapat 
Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur. 

(2b) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat 
diajukan lagi pada masa sidang yang sama. 

10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), diubah sebagai berikut : 

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh 
DPRD dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 
(1), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk 
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 

 

11. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18, disisipkan Pasal 17a, Pasal 17b, Pasal 
17c, Pasal 17d, Pasal 17e dan Pasal 17f sebagai berikut : 

Pasal 17a 

Khusus untuk Rancangan Peraturan Daerah yang harus dievaluasi, 
proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan 
Daerah adalah sebagai berikut : 

a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui bersama  
DPRD disampaikan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri; 
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